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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 61 TAHUN 2021
TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55, Pasal 74,
Pasal 76, Pasal 169, Pasal 183, dan Pasal 206 Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan

tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau,;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
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Menetapkan

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di
Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 15, TambahanLembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan
dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai,
danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan untuk
mengangkut penumpang dan/atau barangyang

diselenggarakan oleh perusahaan angkutan sungai dan
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danau.

Barang adalah semua jenis komoditas termasuk ternak
yang dibongkar/dimuat dari dan ke kapal.

Kapal Angkutan Sungai dan Danau adalah kapal yang
digunakan untuk melayani Angkutan Sungai dan Danau
yang wilayah operasinya dibatasi oleh rambu.

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan Danau
yang selanjutnya disebut SPM adalah persyaratan
minimal yang harus dipenuhi oleh perusahaan Angkutan
Sungai dan Danau dalam memberikan pelayanan kepada
pengguna jasa.

Trayek Angkutan Sungai dan Danau adalah lintasan
untuk pelayanan jasa Angkutan Sungai dan Danau yang
mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan
tetap dan jadwal tetap, maupun tidak berjadwal.

Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang
menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang
dan/atau barang dari satu pelabuhan sungai dan danau
ke pelabuhan sungai dan danau lainnya.

Trayek Tetap dan Teratur adalah pelayanan angkutan
yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan
berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.

Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur adalah pelayanan
angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak
teratur.

Angkutan Sungai dan Danau untuk Kepentingan Sendiri
adalah kegiatan Angkutan Sungai dan Danau yang
dilakukan untuk melayani kepentingan sendiri dalam
menunjang usaha pokoknya.

Angkutan Sungai dan Danau Tujuan Tertentu adalah
kegiatanAngkutan Sungai dan Danau yang melayani
kawasan strategis nasional, kawasan ekonomi khusus,
atau kawasan pariwisata.

Pusat Penyebaran adalah suatu lokasi pelabuhan yang
berdekatan dengan pusat pertumbuhan wilayah ibukota

daerah dan kawasan pertumbuhan.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan
usaha angkutan untuk umum dengan memungut
bayaran yang telahditetapkan dan diselenggarakan di
sungai, danau, waduk, rawa, banjir kanal, dan terusan
dengan menggunakan kapal sungai dan danau.

Tarif Angkutan Sungai dan Danau adalah harga jasa
angkutan yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa
pada suatu Trayek Angkutan Sungai dan Danau.

Subsidi adalah selisih biaya pengoperasianpelayanan
yang dikeluarkan oleh perusahaanAngkutan Sungai dan
Danau dengan pendapatan dan/atau penghasilan uang
tambang penumpang dan barang umum pada suatu
trayek tertentu.

Barang Umum adalah bahan atau benda selain dari
bahan berbahaya, barang khusus, dan alat berat.

Bahan Berbahaya adalah setiap bahan atau benda yang
karena sifat dan ciri khas serta keadaannya merupakan
bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum
serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan
makhluk hidup lainnya.

Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan
bentuknya harus dimuat dengan cara khusus.

Petugas Pemeriksa Standar Pelayanan Minimal adalah
aparatur sipil negara yang memiliki kompetensi di bidang
transportasi sungai, danau, dan penyeberangan.
Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan
yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan
tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan
terhadapdipenuhinyaketentuanperaturanperundang-
undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan
pelayaran.

Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan
di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk
melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan
jabatannyayang tercantum dalam buku sijil.

Nakhoda adalah salah seorang dari Awak Kapal yang

menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai
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wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

Balai adalah Balai Pengelola Transportasi Darat.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahandi bidang pelayaran.

Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang
bertanggungjawab di bidang transportasi sungai, danau,

dan penyeberangan.

Pasal 2

Ruang lingkupPeraturan Menteri ini meliputi kegiatan:

a
b.

o o

P omo

—

Angkutan Sungai dan Danau;

keperintisan Angkutan Sungai dan Danau;

tarif Angkutan Sungai dan Danau;

kewajiban dan tanggung jawab pengangkut;

Standar Pelayanan Minimal Angkutan Sungai dan
Danau;

tata cara pengangkutan;

sistem informasi Angkutan Sungai dan Danau;
pembinaan dan pengawasan; dan

sanksi administratif.
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